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KATA PENGANTAR  

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun 

profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan 

bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima 

melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem 

manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup 8 (delapan) area perubahan 

utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, 

peraturan perundang undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, 

akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur.  

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal 

pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk 

memenuhiharapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang 

dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan 

masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang 

disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut jika 

tidak direspon oleh Pemerintah Daerah akan memberikan dampak buruk sehingga 

menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.  

Selanjutnya dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai 

akibat kemajuan ekonomi dan tuntutan pelayanan yang lebih nyaman, penyelenggara 

dapat menyediakan pelayanan berjenjang dengan mempertimbangkan proporsionalitas 

dan kebutuhan masyarakat, agar tidak menimbulkan diskriminasi dengan tetap 

menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi 

masyarakat pada umumnya. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan 

pelayanan publik adalah dengan melaksanakan kegiatan dalam Forum Konsultasi 

Publik dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, 

memberikan, masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas 

layanan yang diterima selaku pengguna layanan.  

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik diperlukan 

untuk menjamin Pelayanan Publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta 

sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Peran serta masyarakat tidak 

hanya dalam bentuk peran serta secara aktif dalam penyusunan Standar Pelayanan, 

tetapi juga sampai dengan pengawasan dan evaluasi penerapan standar, evaluasi 

kinerja dan pemberian penghargaan, sertapenyusunan kebijakan Pelayanan Publik.  

                                             Salatiga, 23 Agustus 2023  

LURAH PULUTAN, 
 
 
 
 

CHOMSATUN, SH 
Penata Tk.I 

NIP. 19720118 200604 2 002  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang   

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk 

memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa 

berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman 

kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu pelayanan publik dapat dilakukan oleh 

pemerintah maupun non-pemerintah. Jika pemerintah merupakan organisasi 

birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan 

merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam 

hal institusi pemerintah memberikan pelayanan, maka yang terpenting adalah 

bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Suatu pelayanan bermutu yang diberikan 

kepada masyarakat menuntut adanya upaya dari seluruh pegawai, dan bukan hanya 

dari petugas di “Front Office”. Jadi, upaya itu tidak hanya dituntut dari mereka yang 

berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menghasilkan pelayanan yang 

mencerminkan kualitas sikap pegawai tersebut, tetapi juga dari para pegawai di 

“Back Office” yang menghasilkan layanan di belakang layar yang tidak kelihatan oleh 

masyarakat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah harus 

dilakukan oleh seluruh pegawai, karena, tugas yang dilakukan oleh setiap pegawai 

mengandung unsur pelayanan yang pada gilirannya akan mempengaruhi mutu 

pelayanan dari pegawai tersebut yang diterima oleh masyarakat.   

Pelayanan masyarakat mencerminkan pendekatan seutuhnya dari seorang 

pegawai pada instansi pemerintah. Inti dari pelayanan masyarakat adalah sikap 

menolong, bersahabat, dan profesional dalam memberikan pelayanan jasa atau 

produk dari suatu instansi yang memuaskan masyarakat dan menyebabkan 

masyarakat datang kembali untuk mohon pelayanan instansi tersebut. Pelayanan 

masyarakat menuntut setiap unsur di dalam lembaga tersebut untuk berempati 

kepada masyarakat. Empati mengandung pengertian sebagai kesanggupan dari 

birokrat pemerintah untuk menempatkan dirinya sebagai masyarakat dan melihat 

hal-hal atau masalah-masalah dari sudut pandangan masyarakat. Melalui empati 

yang dilakukan oleh pegawai itu, akan menimbulkan kesabaran dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat.  
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Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang 

terkait dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Dalam tinjauan manajemen pelayanan publik, ciri struktur birokrasi 

yang terdesentralisir memiliki beberapa tujuan dan manfaat antara lain:   

1. Mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat 

dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada di lapangan.   

2. Melakukan efisiensi dan penghematan alokasi penggunaan keuangan.   

3. Mengurangi jumlah staf/aparat yang berlebihan terutama pada level atas dan 

level menengah (prinsip rasionalisasi)  

4. Pelayanan publik yang baik harus bisa mendekatkan birokrasi dengan 

masyarakat pelanggan. Mencermati pandangan ini, maka dalam konteks 

pelayanan publik dapat digaris bawahi bahwa keberhasilan proses pelayanan 

publik sangat tergantung pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan 

masyarakat (yang dilayani).  

Ada beberapa faktor yang menyababkan rendahnya kualitas publik menurut 

Sofian Effendi (1995), antara lain:  

1. Konteks monopolistik, dalam hal ini karena tidak adanya kompetisi dari 

penyelenggara pelayanan publik non pemerintah, tidak ada dorongan yang kuat 

untuk meningkatkan jumlah, kualitas maupun pemerataan pelayanan tersebut 

oleh pemerintah   

2. Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan amat mempengaruhi kinerja 

organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan 

dengan organisasi publik.  

3. Budaya patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara pelayanan publik 

di Indonesia masih banyak terikat oleh tradisi-tradisi politik dan budaya 

masyarakat setempat yang seringkali tidak kondusif dan melanggar 

peraturanperaturan yang telah ditentukan.  

Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan 

dan dikaji dua aspek pokok yakni : Pertama, aspek proses internal organisasi 

birokrasi (pelayan); Kedua, aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang 

dirasakan oleh masyarakat pelanggan. Dalam hal ini Irfan Islamy (1999) menyebut 

beberapa prinsip pokok yang harus dipahami oleh aparat birokrasi publik dalam 

aspek internal organisasi yaitu :  

1. Prinsip Aksestabelitas, dimana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau 

secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan (misal: masalah tempat, jarak 

dan prosedur pelayanan)  
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2. Prinsip Kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus 

menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan 

yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut.  

3. Prinsip Teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya 

harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis 

pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan sistem, 

prosedur dan instrumen pelayanan.  

4. Prinsip Profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efesien serta memberikan keuntungan ekonomis 

dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.  

5. Prinsip Akuntabilitas, yaitu bahwa proses, produk dan mutu pelayanan yang 

telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena 

aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.  

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap lini 

organisasi pemerintahan di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan  

Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan                       

Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan, 

sebagai berikut :  

1. Kesederhanaan : Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan mudah dilaksanakan.  

2. Kejelasan :  

a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;  

b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan / sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik;  

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.  

3. Kepastian Waktu : Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan.  

4. Akurasi : Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.  

5. Keamanan : Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum.  

6. Tanggung jawab : Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.  
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7. Kelengkapan sarana dan prasarana : Tersedianya sarana dan prasarana kerja, 

peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan 

sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).  

8. Kemudahan Akses : Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, 

mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika.  

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan : Pemberi pelayanan harus bersikap 

disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.  

10. Kenyamanan : Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat 

ibadah dan lain-lain.  

Selanjutnya peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan 

pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan 

kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan 

publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kabijakan.   

Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya 

koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat 

sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.  

Forum konsultasi publik merupakan suatu cara untuk melibatkan partisipasi 

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau 

kebijakan. Selain untuk mendapatkan masukan dan saran dari publik terhadap 

prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, forum konsultasi publik juga 

merupakan sarana menyerap aspirasi sekaligus mensinkronkan keinginan 

masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.  

Atas dasar keinginan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat maka Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo 

Kota Salatiga melaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam bentuk Musrenbang 

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan).  

Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan forum musyawarah 

perencanaan pembangunan yang mengakomodasi peran segenap komponen 

masyarakat juga sebagai media koordinasi, komunikasi dan konsultasi program 

pembangunan. Tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

dimulai dari pelaksanaan Musyawarah Tingkat RW selanjutnya meningkat pada 

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan 

dilanjutkan dengan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan proses pengambilan 
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keputusan secara partisipatif dalam menentukan kebijakan daerah dengan 

melibatkan pemerintah, masyarakat dan swasta.   

  
Selanjutnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat 

Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dibagi dalam 2 (dua) Kegiatan 

yakni:  

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.  

2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.  

Dasar hukum pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan) Tingkat Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir 

Kota Salatiga adalah  

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020.   

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional.   

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah.  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan.   

5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017, tentang 

Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah.   

6. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan.  

  

B. Tujuan dan Manfaat  

Tujuan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan) di Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga adalah:  

1. Meningkatkan silaturahmi antara pejabat Pemerintah Kelurahan Pulutan  

Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dengan seluruh pemangku kepentingan di 

Wilayah Kelurahan Pulutan.  

2. Membangun sinergitas, koordinasi antar lembaga dan perangkat daerah serta 

partisipasi seluruh pelaku pembangunan, guna mendukung terwujudnya program 

program pemerintah, khususnya di wilayah Kelurahan Pulutan  
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3. Menampung dan menetapkan skala prioritas kegiatan sesuai kebutuhan 

masyarakat dan membahas rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi 

kebijakan serta permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.  

4. Menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan.  

5. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan 

yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kelurahan yang 

bersangkutan.  

6. Meningkatkan keberdayaan masyarakat Kelurahan agar dapat berpartisipasi aktif 

dalam pembangunan.  

Manfaat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan) di Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga adalah:  

1. Menciptakan keselarasan usulan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan terhadap 

prioritas daerah.  

2. Mempermudah kecamatan dalam mengajukan usulan kegiatan di Musrenbang 

Tingkat Kota.  

3. Menjadi sarana untuk memfasilitasi perencanaan bottom up (partisipatif), top 

down (teknokratik).  

4. Mempermudah OPD dalam melakukan verifikasi dan mengkoreksi usulan yang 

masuk.  

5. Menghindari terjadi nya duplikasi usulan pada lokasi yang sama melalui 

pemetaan usulan.  

6. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas proses usulan pembangunan.  

7. Kemudahan dalam melakukan tracking terhadap setiap usulan yang masuk pada 

setiap tahapan.  

  

C. Ruang Lingkup  

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2018 maka ruang 

lingkup pembahasan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan) adalah :  

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  



 

 

 

  

7  

 
  Laporan Forum Konsultasi Publik Kelurahan Pulutan Tahun 2023  

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk 

membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada 

meningkatnya kualitas hidup masyarakat.  

Kegiatan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  Kelurahan, meliputi:  

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan    

prasarana lingkungan pemukiman meliputi jaringan air minum; drainase dan 

selokan; sarana pengumpulan dan pengolahan sampah; sumur resapan; 

jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman; alat pemadam 

api ringan; pompa kebakaran portabel; penerangan lingkungan pemukiman; 

dan/atau sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.  

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana transportasi meliputi jalan pemukiman; jalan poros Kelurahan; 

dan/atau sarana prasarana transportasi lainnya.  

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana kesehatan meliputi mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal; pos  

pelayanan  terpadu  dan  pos  pembinaan  terpadu; dan/atau sarana 

prasarana kesehatan lainnya.  

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan  

prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi taman bacaan masyarakat; 

bangunan pendidikan anak usia dini; wahana permainan anak di pendidikan 

anak usia dini; dan/atau sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan 

lainnya.  

2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.  

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan 

kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan 

potensi dan sumber daya sendiri.  

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan meliputi:  

a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi pelayanan 

perilaku hidup bersih dan sehat; keluarga berencana; pelatihan kader 

kesehatan masyarakat; dan/atau kegiatan  pengelolaan pelayanan  

kesehatan  masyarakat lainnya.  

b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan meliputi  

penyelenggaraan pelatihan kerja; penyelengaraan kursus seni budaya; 

dan/atau kegiatan    pengelolaan    pelayanan    pendidikan    dan 

kebudayaan lainnya.  

c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah 

meliputi penyelenggaraan pelatihan usaha; pelatihan start up digital 
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pemasaran produk usaha; dan/atau kegiatan pengelolaan pengembangan 

usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.  

d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (LPMK, RT, RW, 

PKK, dan Karang Taruna) meliputi pelatihan pembinaan lembaga 

kemasyarakatan Kelurahan (LPMK,  RT,  RW,  PKK,  dan  Karang   

Taruna); dan/atau kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan 

lainnya, termasuk pemberian bantuan administrasi dan insentif. 

e. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan 

masyarakat meliputi pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan; 

penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban 

Kelurahan; dan/atau kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum 

dan perlindungan masyarakat lainnya.  

f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta 

kejadian luar biasa lainnya meliputi penyediaan layanan informasi tentang 

bencana; pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 

pelatihan    tenaga    sukarelawan    untuk    penanganan bencana; edukasi 

manajemen proteksi kebakaran; dan/atau penguatan kesiapsiagaan 

masyarakat yang lainnya.  

  

Pertimbangan yang dipakai dalam menentukan kegiatan yang akan 

dilaksanakan adalah :  

 Secara teknis memungkinkan untuk dilaksanakan atau secara teknis 

dikuasai oleh masyarakat.   

 Secara sosial diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan 

norma, adat istiadat serta norma agama.  

 Secara ekonomi, layak atau dapat terjangkau oleh kemampuan 

masyarakatdengan hasil yang optimal.  
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BAB II  

METODOLOGI PELAKSANAAN  

FORUM KONSULTASI PUBLIK  

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan)  

  

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Waktu dan tempat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan) Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo dilaksanakan 

dalam beberapa tahap :  

 Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di 

Tingkat Rukun Warga (RW) dilaksanakan dari tanggal 1 s/d 20 Desember 

2022 bertempat di lingkungan Rukun Warga (RW) masing-masing.  

 Forum Konsultasi Publik (Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan) 

Kelurahan Pulutan ada beberapa tahapan : 

 Rapat Pra Musrenbang 

pada hari Rabu tanggal 5 Janiari 2023 bertempat Ruang Rapat 

Kelurahan Pulutan.  

 Rapat Tim 9 LPMK 

pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2023 bertempat Ruang Rapat 

Kelurahan Pulutan. 

 Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) 

Kelurahan Pulutan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 

bertempat di Balai Kelurahan Pulutan.  

B. Penyelenggaraan dan Peserta Forum Konsultasi Publik 
(MusyawarahPerencanaan Pembangunan)  

Penyelenggaraan kegiatan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan) Kelurahan dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :  

1. Pra Pelaksanaan  

Beberapa langkah pra pelaksanaan dalam Forum Konsultasi Publik 

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) :  

a Pembentukan Tim Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan)  

Pembentukan tim bersama persiapan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan), tim terdiri dari penyelenggara pelayanan publik 

dan pengguna pelayanan. Keberadaan Tim Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan tertuang dalam Surat Keputusan Camat Sidorejo Kota 

Salatiga 

Nomor 050/005 tentang Tim Pelaksana Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Kelurahan Pulutan Tengah Kecamatan Sidorejo Tahun 2023; 
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b. Penentuan Tema Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan)  

Tema Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) 

pada tahun 2023 adalah "Mewujudkan Insan Sehat dan Cerdas Menuju 

Salatiga Bersih, Sehat, Berilmu dan Berbudi Luhur”.  

  
2. Pelaksanaan   

Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kelurahan 

Pulutan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul  08.00 s.d 

selesai bertempat di Balai Kelurahan Pulutan Kota Salatiga.  

Hasil Pembahasan   

 Penyampaian hasil analisis rencana kegiatan yang sudah dibagi dalam 

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.  

 Pembahasan umum oleh forum dan dimungkinkan adanya usulan, 

tambahan, koreksi yang semuanya untuk menyempurnakan perencanaan 

pembangunan.  

 Menyepakati hasil perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

yang merupakan keputusan kolektif dan harus dilaksanakan oleh semua 

pihak yang berkompeten.  

 Melakukan pengesahan hasil Forum Konsultasi Publik (Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan) setelah diterima oleh Forum Konsultasi Publik 

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan).  

3. Pasca Pelaksanaan   

Pada tahap ini Tim Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

melakukan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik 

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) sebagai berikut :  

a. Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan merekap dan memperbaiki 

redaksi maupun tata tulisan sesuai aturan yang berlaku tanpa merubah isi 

perencanaan.  

b. Penyusunan laporan serta pendistribusiannya kepada semua pihak yang 

berkepentingan  

c. Melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  akan  hasil 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan  

d. Melakukan revisi apabila diketemukan hal - hal yang mendesak perlu direvisi.  

e. Hasil Perbaikan layanan yang dibuktikan dengan berita acara (terlampir) 
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C. Metode Pelaksanaan  

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan) dilaksanakan dalam bentuk tatap muka. Kegiatan tatap muka 

dilaksanakan dalam bentuk diskusi antara para pemangku kepentingan di wilayah 

Kelurahan Pulutan. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog), dengan tujuan 

mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi 

perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan.  

Pihak yang terlibat dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan) adalah para pemangku kepentingan di wilayah 

Kelurahan Pulutan yang terdiri dari :  

 Lurah Pulutan beserta staf  

 Unsur Kecamatan Sidorejo  

 Unsur Ketua Rukun Warga (RW) se Kelurahan Pulutan 

 Unsur Ketua Rukun Warga (RT) se Kelurahan Pulutan 

 Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)  

 Unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  

 Unsur Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   

 Unsur Karang Taruna 

 Unsur Keluarga Siaga 

 Unsur PKK 

 Unsur Gapoktan 

 Unsur PSM 

 Unsur Dinas/Instansi terkait (Badan Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman) 
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D. Susunan Acara  

  

SUSUNAN ACARA 

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) 

KELURAHAN PULUTAN TAHUN 2023 UNTUK USULAN TAHUN 2024 

Hari/Tanggal         : Rabu, 18 Januari 2023 

Jam    : 08.00 WIB s/d selesai 

   Tempat   : Balai Kelurahan Pulutan 

 

Waktu URAIAN KETERANGAN 

07.30 - 08.00 Regristrasi Peserta Panitia 

08.00 - 08.20 

Pembukaan Pembawa Acara 

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya  Dirigen 

Doa Panitia 

08.20 - 09.00 Sambutan - sambutan 

Lurah Pulutan 

Camat Sidorejo 

Anggota DPRD Dapil Sidorejo 

 Penyampaian Materi:  

09.00 - 10.15 
Optimalisasi Peran DPRD dalam 
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 
Pembangunan Daerah 

Basirin dari Anggota DPRD 
dari PKB 

10.15 - 11.15 
Pemaparan Tim Pendamping 
Musrenbang Tingkat Kota 

Armitha Devi Latifardani, SE 
dari Bappeda 

11.15 - 12.30 
Pemaparan Sklala Prioritas 
Rencana Kegiatan Tahun 2024 

Lurah Pulutan 

12.30 - 13.00 Ishoma Panitia 

13.00 - 15.00 Diskusi dan Tanya Jawab Moderator: Lurah 

15.00 - 15.30 
Pembacaan Hasil Kesepakatan 
Hasil Musrenbang 

Sekretaris Kelurahan 

15.30 - 15.45 
Penandatanganan Berita Acara 
Hasil Kesepakatan Musrenbang 

Panitia 

15.45 - 16.00 Sesi Foto Panitia 

16.00 Penutup Pembawa Acara 
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BAB III  

HASIL PENYELENGGARAAN  

FORUM KONSULTASI PUBLIK  

  

A. Identifikasi Masalah  

Dari hasil proses penyelenggaraan kegiatan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan) dapat ditemukan beberapa masalah sebagai berikut :  

1. Permasalahan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yaitu drainase dan 

saluran air, talud, dan sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya  

2. Permasalahan sarana dan prasarana transportasi yaitu jalan pemukiman dan 

jalan penghubung antar kampung dan penerangan jalan umum. 

3. Permasalahan sarana dan prasarana kesehatan yaitu gerakan masyarakat hidup 

sehat, pemberantasan DBD, pengentasan stunting dan perbaikan pola asuh 

anak. 

4. Permasalahan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yaitu taman 

bacaan masyarakat; bangunan pendidikan anak usia dini; wahana permainan 

anak di pendidikan anak usia dini.  

5. Permasalahan peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan 

seperti keterampilan dan pengetahuan warga dan peningkatan kinerja RT, RW 

dan LPMK.   

  

B. Analisis  

Permasalahan kurangnya sarana untuk tiap RW dan Kelsi, prasarana lingkungan 

pemukiman saluran air/drainase yang kurang lancar di wilayah RW.01, 04 dan 

05  menyebabkan tergenangnya air di lokasi tersebut, kondisi jalan yang kurang 

memadai di wilayah RW.04 dan 05, menyebabkan kurang lancarnya transportasi 

di wilayah tersebut, tidak adanya ruang Posyandu dan PKK di Balai RW.01 dan 

belum terselesaikannya pembagunan Balai RW.02 dan pagar makam RW.04 

Permasalahan pemberdayaan masyarakat kurangnya ilmu dan pengetahuan 

untuk Bumil Resti dan Stunting, pola asuh anak, pencegahan anemia untuk 

remaja putri, penanganan kasus DBD dan kesehatan masyarakat. 

Pemberdayaan lainnya yaitu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, 

meningkatkan keimanan dan keagamaan masyarakat dan perlindungan 

masyarakat. 
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C. Rencana Aksi  

Untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana lingkungan permukiman maka 

akan dilakukan pembangunan saluran air/drainase di wilayah RW.01, 04 dan 05 

yang diharapkan akan mampu mengurangi genangan air di lokasi tersebut. 

Mengatasi kelancaran transportasi dilakukan kegiatan betonisasi jalan pada 

wilayah yang kondisi jalannya kurang memadai yaitu di wilayah RW.04 dan 05. 

Dilakukan pula pembangunan ruang posyandu dan PKK di Balai RW.01 dan 

penyelesaian Balai RW.02. 

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat perlu adanya penyuluhan dan 

pendampingan Bumil Resti dan Stunting, pola asuh anak, pencegahan anemia 

untuk remaja putri, penanganan kasus DBD dan Gerakan Kesehatan 

Masyarakat. Dilakukan expo gebyar UMKM dan Merti Deso sebagai sarana 

promosi produk UMKM dan kultur budaya masyarakat. Untuk meningkatkan 

keimanan dan keagamaan masyarakat dilaksanakan Festival Keagamaan 

(Lomba MTQ dan reban, takbir keliling dan saresehan keagamaan). Pelatihan 

LINMAS sangat diperlukan untuk kesiap siagaan anggotanya dalam 

memberikan perlindungan kepada masyarakat. 
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 BAB IV 

PENUTUP 

 

Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Publik) yang telah 

dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga 

akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Pulutan kecamatan 

Sidorejo Kota Salatiga. 

Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat 

membantu pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program 

pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Tentu saja pelaksanaan rencana aksi 

ini memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak 

terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholders sangat 

diperlukan agar Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) 

dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan di Kelurahan Pulutan Kecamatan 

Sidorejo Kota Salatiga. 

Kami berharap penyampaian Laporan Forum Konsultasi Publik (Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 
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1. UNDANGAN 
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2. DAFTAR HADIR 
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3. NOTULEN
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4. BERITA ACARA
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